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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“THERE WILL BE OBSTACLES, THERE WILL BE DOUBTERS, 

THERE WILL BE MISTAKES. BUT WITH HARD WORK, THERE ARE 

NO LIMITS. START WHERE YOU ARE. USE WHAT YOU HAVE. DO 

WHAT YOU CAN.” 

 

“AND REMEMBER, AS IT WAS WRITTEN, TO LOVE ANOTHER 

PERSON IS TO SEE THE FACE OF GOD.” 

- VICTOR HUGO 

 

“JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG APA PUN 

JUGA, TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA HAL 

KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM DOA DAN PERMOHONAN 

DENGAN UCAPAN SYUKUR” 

(FILIPI 4:6) 
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ABSTRAK 

Maraknya pengaduan dan kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis 

Financial Technology atau Fintech yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu 

konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Financial Technology (Fintech) legal. 

Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang 

melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan 

Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Adapun permasalahan ini 

ingin penulis kembangkan sehingga dapat diketahui bentuk perlindungan hukum 

terhadap data pribadi konsumen Financial Tehcnology (Fintech) yang 

data/informasi pribadinya tidak dijaga, serta bagaimana akibat hukum bagi 

pelanggaran data/informasi pribadi konsumen. Dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil ini disimpulkan 

bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur 

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang 

Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan 

Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi 

Informasi Pada Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi, lalu terdapat Rancangan Undang –Undang Perlindungan Data Pribadi 

yang mengatur sanksi pidana dan administratif yang sudah mengacu kepada 

European Union General Data Protection Regulations atau EU GDPR. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology 

(Fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Mengetahui, 

          Pembimbing Utama                    Pembimbing Pembantu 

 

 

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.          Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  

    NIP: 195711031988032001           NIP: 195806011985112001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di 

berbagai sektor dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi, media 

dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban 

manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut telah menyebabkan hubungan dunia seolah tanpa batas 

dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan 

berubah dan berkembang sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini 

menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga 

menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.
1
 

Banyak  hal – hal baru yang tercipta melalui teknologi  seperti e-commerce 

dan transportasi berbasis online. Lalu dengan munculnya perusahaan-

perusahaan baru yang bergerak di bidang ekonomi yang berbasis teknologi 

informasi yang biasa disebut dengan start-up, serta dengan berkembangnya e-

commerce dan juga transportasi berbasis online tersebut yang dapat 

mempermudah kehidupan para penggunanya, yang berjalan lurus dengan 

tumbuhnya perusahaan – perusahaan start-up atau toko online dikarenakan 

kemudahan tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membuka 

atau memulai sebuah usaha membutuhkan banyak hal agar dapat berjalan 

                                                           
1
Maskun, “Kejahatan Siber Cyber Crime”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2013), 

hlm. 29. 



2 

 

 
 

dengan lancar sehingga menuai kesuksesan di kemudian harinya. Hal ini 

merupakan salah satu alasan kenapa berbicara mengenai start-up, e-

commerce dll, pasti akan menjurus ke perusahaan sektor jasa keuangan yang 

bergerak dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini membuka peluang untuk 

para pegiat bisnis zaman sekarang. 

Dengan internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering 

digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dimana faktanya 

kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) menyatakan 

pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. 

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.
2
 

Dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengguna 

internet terbanyak didunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

pengguna internet yang tinggi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi 

banyaknya perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech) yang sedang 

berkembang saat ini serta tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga 

berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan Financial Technology 

(Fintech). 

Financial Technology atau selanjutnya disebut Fintech adalah sebuah 

bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan dengan 

                                                           
2
Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, “Kemkominfo: Pengguna 

Internet di Indonesia Capai 82 Juta”, 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+In

donesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker diakses pada tanggal  l8 januari 2020 pada pukul 14.16 

WIB 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A%2BPengguna%2BInternet%2Bdi%2BIndonesia%2BCapai%2B82%2BJuta/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A%2BPengguna%2BInternet%2Bdi%2BIndonesia%2BCapai%2B82%2BJuta/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A%2BPengguna%2BInternet%2Bdi%2BIndonesia%2BCapai%2B82%2BJuta/0/berita_satker
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menggunakan perangkat lunak (software) dan teknologi modern.
3
 Kepala Sub 

Bagian Perizinan Fintech Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan 

Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alvin Taulu mengatakan, bahwa 

hingga tahun 2018 total transaksi dari industri Fintech peer to peer lending 

mencapai Rp 26 triliun,
4
 Sampai dengan 13 Desember 2019, total jumlah 

penyelenggara Fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 144 

perusahaan.
5
 Pesatnya pertumbuhan perusahaan Fintech juga dikarenakan, 

Fintech menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu 

masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan 

efisien khususnya di sektor keuangan.
6
 Pelaksanaan Fintech ini dapat 

dilakukan dengan sistem pinjaman peer to peer lending, yaitu penyelenggaran 

perjanjian pinjam – meminjam dengan cara mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Dengan 

adanya sistem ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat banyak 

salah satunya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil 

dapat dengan mudah melakukan proses pinjam – meminjam uang. Dalam 

pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan 

cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain 

                                                           
3
Fintech Weekly, “Fintech Definition”, dapat diakses 

dihttps://Fintechweekly.com/Fintech-definition, diakses pada tanggal 9 januari 2020 pukul 11.48 

WIB 
4
Danang Sugianto, „Transaksi Fintech di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun‟ (2019) 

<https://fin ance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-indonesia-

tembus-rp-26- triliun> diakses 9 Januari 2020 pada pukul 12.03 WIB 
5
Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 13 

Desember 2019”, ://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-

Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx diakses 9 Januari 2020 pada pukul 

12.30 WIB 
6
Farah Margaretha, “Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan 

Indonesia”, 2015, 19 Jurnal Keuangan dan Perbankan hlm 514 - 516. 

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx


4 

 

 
 

halnya dengan bank yang secara yuridis meyatakan bahwa KTA (Kredit 

Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit 

tanpa agunan khusus, hal itu bukan berati bahwa pemberian kredit tersebut 

tanpa disertai agunan sama sekali.
7
 

Namun dalam proses pelaksanaanya, bisnis Fintech memiliki risiko yang 

dapat merugikan kepada masing – masing pihak dalam pelaksanaan bisnis 

Fintech tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, 

dan cybercrime. Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami keraguan 

untuk melakukan transaksi online.  Satu risiko yang telah terjadi dalam 

pelaksanaan bisnis Fintech saat ini adalah pelanggaran data pribadi seperti 

kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan Fintech yang bergerak di sektor 

peer to peer lending yang menyediakan layanan pinjaman tunai. Diketahui 

awal permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan 

Rupiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, diantaranya adalah dengan 

cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan 

kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan 

pinjaman atau hutang tersebut.
8
 Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak 

ada hubungan dengan perjanjian pinjam – meminjam dengan Rupiah Plus 

tersebut dilakukan oleh Rupiah Plus dengan cara mengakses seluruh data 

kontak  nasabah dan menghubungi kontak – kontak tersebut untuk meminta 

                                                           
7
Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, “Hukum Perbankan”, cet.II, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 286. 

8
Rifki M Firdaus, “Pelanggaran Hukum Rupiah Plus”,  

https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/ diakses 9 januari 2020 pada 

pukul 13.06 WIB. 

https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/


5 

 

 
 

agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. 

Bukan hanya Rupiah Plus saja perusahaan Fintech legal  yang melakukan 

pelanggaran data pribadi namun ada 25 platform legal yang diketahui 

berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, 

CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC berdasarkan hasil 

pengaduan masyarakat ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,
9
 kasusnya pun 

ada yang seperti kasus Rupiah Plus, namun ada dengan cara lain yaitu dengan 

cara, admin dari aplikasi Fintech akan membuat grup WhatsApp yang isinya 

merupakan daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut, 

andmin tersebut akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan 

kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian. 

Aturan Fintech yang memberikan layanan pinjam meminjam uang 

merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (“POJK 77/2016”). Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) huruf 

d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“PBI 19/2017”), salah satu kategori 

penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan 

penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori 

pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan 

modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis 

                                                           
9
Pingit Aria, LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal 

, https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-

legal, diakses 1 Februari 2020 pada pukul 17.45 WIB. 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a2a399f9150b/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-19_12_pbi_2017-tahun-2017-penyelenggaraan-teknologi-finansial
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a2a399f9150b/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-19_12_pbi_2017-tahun-2017-penyelenggaraan-teknologi-finansial
https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal
https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal
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teknologi informasi (peer to peer lending) serta pembiayaan atau 

penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding). Pinjam 

meminjam uang tersebut diselenggarakan berdasarkan perjanjian 

pelaksanaan, yang bentuknya: 

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan 

b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 

Kedua jenis perjanjian di atas dituangkan dalam dokumen elektronik, yang 

paling sedikit memuat:
10

 

1. Penyelenggara dengan pemberi pinjaman 

a. Nomor perjanjian; 

b. Tanggal perjanjian; 

c. Identitas para pihak; 

d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

e. Jumlah pinjaman; 

f. Suku bunga pinjaman;  

g. Besarnya komisi; 

h. Jangka waktu; 

i. Rincian biaya terkait; 

j. Ketentuan mengenai denda (jika ada); 

k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan 

l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat 

melanjutkan kegiatan operasionalnya. 

2. Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman 

a. Nomor perjanjian; 

b. Tanggal perjanjian; 

c. Identitas para pihak; 

d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

e. Jumlah pinjaman; 

f. Suku bunga pinjaman; 

g. Nilai angsuran; 

h. Jangka waktu; 

i. Objek jaminan (jika ada); 

j. Rincian biaya terkait; 

k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan 

l. Mekanisme penyelesaian sengketa. 

                                                           
10

Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK 77/2016 
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Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan 

mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang 

mula‐mula mengemuka di dalam putusan‐putusan pengadilan di Inggris 

dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warrendan 

Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam 

Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. Tulisan dengan 

judul “The Right to Privacy” inilah yang pertama kali mengonseptualisasi 

hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum.
11

 Melanjutkan konsep yang 

dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser mencoba 

mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan 

merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi 

seseorang, yakni:
12

 

a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau 

menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya; 

b. Pengungkapan fakta – fakta pribadi yang memalukan secara publik; 

c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan 

publik; 

d. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan 

orang lain. 

Sementara Alan Westin mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim 

dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri 

                                                           
11

Samuel Warren dan Louis Brandeis, The Right to Privacy, dalam Harvard Law 

Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. 
12

William L. Prosser, “Privacy: A Legal Analysis”, California Law Review 48: 338-423, 

1960. 
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mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang 

mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi 

biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu 

negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.
13

 Hal ini serupa dengan 

konsep yang dikemukakan oleh Arthur Miller yang menitikberatkan 

konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol 

terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.
14

 Selanjutnya Julie 

Innes mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang 

memiliki control atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup 

keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat. 

Sementara privat sendiri dijelaskannya sebagai produk dari kecintaan, 

kesukaan dan kepedulian terhadap sesama.
15

 Hal ini sejalan dengan 

penjelasan dari Solove yang mengatakan bahwa konteks privasi meliputi: 

keluarga, tubuh, jenis kelamin, rumah, dan komunikasi dan informasi 

pribadi seseorang.
16

 Sementara Gavison melihat privasi sebagai suatu 

konsep yang 'kompleks', yang di dalamnya terdiri dari 'tiga unsur 

independen dan tereduksi, yakni: kerahasiaan, anonimitas, dan 

kesendirian'. Setiap elemen tersebut sifatnya independen, oleh karena 

kehilangan atau pelanggaran dapat terjadi akibat instrusi terhadap salah 

                                                           
13

A. F. Westin, “Privacy and Freedom”,  (New York: Atheneum, 1967), hlm. 7-8. 
14

Arthur R. Miller, “The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers”, 

(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971) hlm.25. 
15

Julie C. Inness, “Privacy, Intimacy, and Isolation”, (New York: Oxford University 

Press, 1992), hlm. 140. 
16

Daniel J. Solove, “Understanding Privacy”, (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 2008). 
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satu dari tiga unsurt ersebut.
17

 Dari berbagai definisi diatas mengenai 

privasi, dapat dilihat intinya adalah menempatkan privasi sebagai klaim, 

hak, atau hak individu untuk menentukan infomasi apa saja tentang 

dirinya sendiri yang dapat disampaikan kepada orang lain. Mengacu pada 

ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa, yang telah mendorong lahirnya 

sejumlah penafsiran mengenai cakupan dari kehidupan pribadi, khususnya 

dengan melalui sejumlah kasus, baik yang ada di pengadilan HAM Eropa 

(European Court of Human Rights), maupun di dalam Pengadilan Eropa 

(Court of Justice of the  European Union). Ruang lingkup kehidupan 

pribadi menurut Pasal 8 Konvensi Eropa antara lain meliputi: akses ke data 

pribadi, intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan nama, kehidupan 

seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan 

lingkungan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan 

dengan orang lain.
18

 

Hukum perlindungan data sendiri terjadi ketika Uni Eropa melakukan 

unifikasi hukum perlindungan datanya melalui Peraturan Perlindungan 

Data Umum Uni Eropa atau European Union General Data Protection 

Regulation (GDPR) pada tahun 2016 dan berlaku pada tanggal 25 Mei 

2018.
19

 GDPR ini bersifat komprehensif dimana mencakup hamper semua 

                                                           
17

Ruth Gavison, “Privacy and the Limits of Law”, dalam Yale Law Journal 89: 421-71 

(1980). 
18

Adrienn Lukács, “What Is Privacy? The history and Definition of Privacy”, dalam 

Keresztes, Gábor (ed.): Tavaszi Szél 2016 Tanulmánykötet I., Budapest, Doktoranduszok 

Országos Szövetsége, 2016. 
19

Djafar, Wahyudi, Agustus 2019, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: 

Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembarua”, Jurnal Hukum, http://law.ugm.ac.id/wp-

content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-

Djafar.pdf. 1 Februari 2019 

http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf
http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf
http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf
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proses data pribadi tersebut. Serta mereka menawarkan barang atau jasa 

atau memantau prilaku individu setiap warga negara anggota Uni Eropa. 

Sampai Januari 2018, sudah lebih dari 100 negara yang telah mengadopsi 

undang – undang perlindungan data tersebut. Hukum perlindungan hukum 

umumnya memuat:
20

 

a. Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan 

pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi; 

b. Definisi dan jenis data pribadi; 

c. Prinsip‐prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan 

pemrosesan data; 

d. Kewajiban pengendali dan prosesor data; 

e. Hak – hak dari pemilik data (data subject); 

f. Pengawasan dan penegakan undang – undang, yang umumnya 

dilengkapi dengan independent supervisory authority (data 

protection authority).  

Perlindungan data ini secara umum pengertiannya mengacu pada 

praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk 

melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data yang 

memang memiliki hak tersebut tetap mengendalikan informasinya sendiri 

secara bebas. Pemilik data tersebut harus dapat memutuskan sendiri 

apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak. Lalu, siapa yang 

                                                           
20

Ibid. hlm. 6 
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memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa serta apa yang akan 

dilakukan denga informasi tersebut.  

Sedangkan data pribadi jika mengacu pada Pasal 4 (1) EU GDPR 

adalah: 
21

 

“Setiap informasi terkait seseorang („subjek data‟) yang dapat 

mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau 

tidak lansung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk 

pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, 

data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau 

lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, 

ekonomi, atau sosial orang tersebut”.  

 

Data pribadi pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data 

Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat e‐mail, Data 

lokasi, IP address, web cookie; dan Data Pribadi Spesifik (Sensitif), 

seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, 

biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, dan catatan kriminal. 

Mengenai pencantuman identitas atau data pribadi dalam melakukan 

perjanjian, harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini 

berhubungan dengan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Data 

Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga 

kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.
22

 Data perseorangan 

tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan 

dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-

                                                           
21

Ibid 
22

Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 20/2016 
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masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
23

 Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan 

perjanjian pinjam – meminjam dalam Fintech tersebut termasuk dalam data 

pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya 

melekat data perseorangan tertentu.
24

  

Dengan banyaknya kasus seperti penyebarluasan data pribadi serta 

pengaksesan data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak 

penyelenggara pinjaman peer to peer lending tanpa pemberitahuan dan tanpa 

izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji 

mengenai keefektifan peraturan dan undang – undang tentang perlindungan 

hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online serta 

sanksinya yang telah diatur dalam Undang – Undang yang berlaku saat ini, 

namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran 

data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 

26 yaitu bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga 

kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam 

pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi 

kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi 

terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu 

sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk 

                                                           
23

Pasal 1 angka 2 Permenkominfo 20/2016 
24

Pasal 1 angka 3 Permenkominfo 20/2016 
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membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan 

pencabutan izin. Lalu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial pada Pasal 8 ayat 1 

menyatakan penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip 

perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau 

model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi 

konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi. 

Fintech memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan 

tetapi bisnis ini memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko 

dalam Fintech yang diungkap OJK yaitu; Pertama Keamanan data konsumen, 

dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan Fintech, 

maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data 

transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Risiko kedua yaitu, kesalahan transaksi, Fintech digital 

payment memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi 

yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi 

dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi software management, network 

& connectivity management, dan security management.
25

 

Penelitian ini berfokuskan pada risiko dari keamanan data konsumen 

dalam melakukan bisnis Fintech di Indonesia. Apakah dengan adanya 

peraturan dan undang – undang yang sudah ada sudah berjalan dengan efektif 

atau tidak. Perlindungan hukum terhadap data konsumen mutlak dilakukan 

                                                           
25

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, “Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, 

Disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 28 
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oleh negara. Negara membuat regulasi agar bias melindungi konsumen dari 

hal – hal buruk yang mungkin terjadi pada saat melakukan bisnis Fintech. 

Bentuk perlindungan hukum konsumen ini adalah menjamin kerahasiaan data 

– data pribadi konsumen, yang harus dilindungi dan jika tidak dilindungi 

dapat diperjual – belikan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.
26

 Pada 

saat sebelum melakukan bisnis Fintech, konsumen diwajibkan untuk 

membaca dan menyetujui persyaratan yang telah diberikan oleh pihak 

perusahaan Fintech tersebut, namun sayangnya banyak konsumen yang lalai 

dalam membaca hal tersebut sehingga timbul kemungkinan penyalahgunaan 

data konsumen yang dilakukan perusahaan Fintech itu sendiri karena mereka 

telah menerima dan dapat mengakses data tersebut setelah konsumen 

menyetujui syarat yang diberikan, namun bukannya menjaga kerahasiaan data 

konsumen sesuai dengan amanat dari undang – undang serta peraturan yang 

berlaku tersebut, beberapa perusahaan malah menjual data tersebut demi 

kepentingan promosi serta pribadi mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, 

data konsumen tersebut digunakan untuk menagih ke pihak ketiga yang tidak 

ada hubungannya sama sekali dengan perjanjian pinjam – meminjam atau 

hutang yang dilakukan konsumen. 

Akibat permasalahan tersebut diatas, hal ini mendorong penulis untuk 

meneliti dan membahas lebih jauh dalam skripsi penulis yang berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN PADA 

FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI PERUSAHAAN PEER TO 

                                                           
26

Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; Dan Rinitami 

Njatrijan.2018. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-

Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. Jurnal RechtsVinding. 7(1). hlm 8 
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PEER LENDING BERDASARKAN PERATURAN DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam 

bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi yang 

dilakukan oleh perusahaan Financial Technology (Fintech)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen 

dalam bisnis Fintech di Indonesia; 

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi yang 

dilakukan oleh perusahaan Fintech di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai 

sumber materi pembelajaran mengenai bisnis Fintech yang ada di 

Indonesia; 
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b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti hukum dalam 

penelitiannya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis 

teliti yaitu tentang bisnis Fintech.  

2. Manfaat Praktis : 

a. Dengan adanya penulisan ini, dapat digunakan sebagai informasi bagi 

masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai 

peraturan dan undang – undang terkait bisnis Fintech di Indonesia; 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Otoritas Jasa 

Keuangan, Bank Indonesia, serta otoritas lain yang terkait dalam 

rangka menerbitkan pelaksanaa Inovasi Keuangan Digitasl di 

Indonesia, dan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara 

Inovasi Keuangan Digital tentang pentingnya perlindungan data 

pribadi konsumen. 

E. Ruang Lingkup 

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi 

ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai perlindungan hukum 

data pribadi konsumen dalam melakukan bisnis Fintech dan bagaimana 

sanksi terhadap perusahaan Fintech yang melakukan pelanggaran data pribadi 

konsumen dengan memperjual – belikan data tersebut. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah 

penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan 

dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan 
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menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas di dalam skripsi ini. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan 

dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa 

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,
27

 dan suatu teori harus diuji dengan 

menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukan 

ketidakbenarannya.
28

 Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab 

permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan 

digunakan:  

1. Teori Perlindungan Hukum 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Dasar Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa „Indonesia adalah Negara 

hukum‟. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang 

menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat 

terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan 

menjadi dasar bagi keadilan itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, Negara dan warga Negara memiliki hubungan 

hukum dalam menjalankannya. Perlindungan hukum akan menjadi penting 

karena hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara.  

Maka Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum membuat 

perlindungan hukum menjadi unsur penting, Negara menjamin hak – hak 

hukum warga negaranya. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 

                                                           
27

J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, “Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial”, Asas-Asas, FE UI, 

Jakarta, 1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 

1994, hlm. 27.  
28

Ibid, hlm.16. 
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menintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum 

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan 

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 

hubungan perilaku antara anggota - anggota masyarakat dan antara 

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.
29

 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah dengan 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak - hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk 

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 

melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka 

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial.
30

 Hukum berfungsi sebagai perlindungan 

                                                           
29

Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm. 53. 
30

Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm. 54. 



19 

 

 
 

kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur 

perlindungan hukum:
31

 

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit); 

2. Kemanfaatan hukum (Zewechmassigkeit); 

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit); 

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat 

manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Teori 

perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat membantu penulis, 

apakah Negara dalam hal ini sudah memberikan upaya – upaya perlindungan 

hukum bagi warga Negaranya dalam penyelenggaraan bisnis Fintech di 

Indonesia.  

2. Teori Sanksi Administratif 

Dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan tidak akan 

berjalan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum itu sendiri. 

Bentuk penegakannya dapat bermacam – macam salah satunya adalah 

sanksi administratif. Sanksi merupakan konsekuensi dari suatu norma yang 

dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah, atau wajib. Jika suatu norma 

tanpa disertai sanksi akan mengalami kesulitan dalam penegakannya. 

Dengan disertai dengan sanksi bertujuan agar seseorang menaati ketentuan 

peraturan perundang – undangan. Dalam memberikan hukuman bagi 

                                                           
31

Ishaq, “Dasar – Dasar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43. 
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siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan 

perundang-undangan, orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma 

memang sudah sepantasnya diberikan hukuman sesuai dengan 

berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi 

sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan 

pelanggaran atas suatu norma, orang yang melakukan pelanggaran secara 

sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai 

niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat 

hukuman/ganjaran yang setimpal.
32

 Lalu dengan membuat jera seseorang 

untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum, dengan dijatuhkan 

sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. 

Dengan adanya ancaman berupa sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan 

melakukan pelanggaran hukum. 

Dalam penerapan sanksi administratif terdapat jenis dari yang paling 

ringan sampai dengan yang terberat, tentu saja sanksi terberat akan 

memberikan dampak  yang lebih efektif dari yang ringan. Ada beberapa 

macam sanksi adminsitratif, yaitu: 

1. Peringatan atau teguran lisan; 

2. Peringatan atau teguran tertulis; 

3. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politiedwang); 

4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; 

                                                           
32

Setiadi, Wicipto, 14 Desember 2009, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu 

Instruen Penegakan Hukum Peraturan Perundang - Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, 

http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/336/220. hlm 606 1 Februari 2020  

http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/336/220
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5. Denda administratif; 

6. Pengenaan uang paksa (dwangsom). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pemberian sanksi harus ada 

dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi 

untuk mengajukan upaya hukum. Dan bagi pejabat atau instansi yang 

berwenang harus memastikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran dan pada 

waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan atau dipertimbankgkan 

asas – asas umum pemerintahan yang baik.  Dengan Teori Sanksi 

Administratif dapat membantu Penulis apakah sanksi yang ada salaam ini 

telah berdampak secara efektif atau belum dalam  penyelenggaraan bisnis 

Fintech selama di Indonesia.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk 

menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah 

isu hukun yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.
33

 Penelitian hukum 

normatif memilik objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, 

asas hukum, dan doktrin hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan beberapa 

pendekatan sebagai berikut: 

                                                           
33

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2007, hlm. 35. 
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a. Pendekatan Undang – Undang (statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum 

yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekataan ini dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan dan undang – undang yang berkaitan dengan isu 

hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang pertama 

perlindungan hukum bagi konsumen Fintech dalam perusahaan peer to peer 

lending dan kedua upaya hukum atau penyelesaian seperti apa yang dapat 

diakukan konsumen Fintech yang dirugikan dalam melakukan bisnis tersebut. 

dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesesuaian antara peraturan 

perundang – undangan dengan peraturan perundang – undangan yang lain. 

Penulis akan melakukan analisis tentang kesesuaian terkait perlindungan data 

pribadi konsumen antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dengan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual atau Conseptual Approach  adalah suatu metode 

pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip 

hukum. Prinsip – prinsip  tersebut dapat ditemukan dalam pandangan – 
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pandangan oleh sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum yang diperoleh dari 

buku – buku literature, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang 

berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skrips 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini diperoleh dari: 

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 

Nomor 23); 

2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 189); 

4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829); 

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

PenyelengaraanTeknologi Finansial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 245); 
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6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);  

7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236); 

8) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ; 

9) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 

10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238); 

11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324); 

12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang 

Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12); 
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13) Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang; 

Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 

Keuangan. 

14) Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 

1985 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum 

primer, seperti buku – buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, 

ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan 

pokok bahasan dari penulisan skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Data 

Pribadi dari bisnis Fintech di perusahaan peer to peer lending. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan 

sekunder yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian 

terhadap bahan – bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada 

penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan 

bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang 

– undangan yang ada di Indonesia. 

5. Teknik Pengolahaan Bahan Hukum 
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Teknik pengolahaan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan 

dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap 

peraturan perundang – undangan yang ada hubungannya dengan peraturan 

hukum mengenai, perlindungan hukum konsumen, khususnya dalam bisnis 

Fintech diperusahaan peer to peer lending.  Setelah memperoleh bahan hukum 

yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah 

pengolahaan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut 

berupa membuat klarifikasi terhadap bahan – bahan hukum yang memudahkan 

dalam melakukan analisis. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi 

ini adalah teknik analisis normatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan 

perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang 

menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum tersebut 

akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta 

efisien sehingga dapat memudahkan dalam menginterprestasi bahan hukum 

dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna 

menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan 

dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu secara mendasar pada 

hal – hal uang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 
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H. Sistematika Penulisan 

Secara sistematis, Penulisa menempatkan keseluruhan materi pembahasan 

kedalam 4 (empat) bab, dimana pasa masing – masing bab tersebut akan 

diuraikan permasalahannya secara mandiri. Namun, di dalam konteks yang 

saling berkaitan antara satu dan lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 

(empat) bab tersebut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang 

Perlindungan Konsumen, Akibat Hukum, Financial Technology (Fintech) dan 

Perlindungan Data Pribadi. Tinjauan pustaka mengenai Perlindungan 

Konsumen. Tinjauan Pustaka mengenai Akibat Hukum, Tinjauan Pustaka 

tentang Financial Technology (Fintech) dan Tinjauan Pustaka tentang 

Perlindungan Data Pribadi.  

BAB III: PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan  data pribadi konsumen 

dalam penyelenggaran bisnis financial technology (Fintech) berdasarkan 

peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia dalam hubungannya 

dengan perlindungan hukum serta akibat hukum bagi para pelanggar bisnis 

financial technology (Fintech). 
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BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran 

terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini. 
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